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ABSTRACT

FACTORS AFFECTING THE LEVEL OF DISCLOSURE ON LOCAL
GOVERNMENT’S WEBSITE IN INDONESIA

By

Risa Rikafitri

This study aimed to analyze the factors affecting the level of disclosure on local
government’s website in Indonesia. Factors tested in this study are locally-
generated revenue, size, type, administrative age, and leverage.

Collecting data used purposive sampling in Indonesia’s municipal and district at
2012, 2013, and 2015. A total of 226 local governments used as sample in this
study. Multiple regression is used to analysis the factors.

The result showed that independent variable that significantly affect to the level of
disclosure on local government’s in Indonesia are locally-generated revenue, type,
administrative age and leverage. Size and leverage did not show significant
influence.

Keywords : Website, locally-generated revenue, size, type, administrative age,
and leverage.



ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TINGKAT PENGUNGKAPAN
PADA WEBSITE PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Oleh

Risa Rikafitri

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi tingkat
pengungkapan pada website pemerintah daerah di Indonesia. Faktor-faktor yang diuji
dalam penelitian ini adalah rasio pendapatan asli daerah, ukuran, tipe, umur
administratif, dan pembiayaan utang pemerintah daerah.

Pengumpulan data menggunakan metode purposive sampling pada pemerintah kota
dan kabupaten di Indonesia pada tahun 2012, 2013, dan 2015. Sebanyak 226
pemerintah daerah digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Metode analisis
yang digunakan adalah analisis regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen yang berpengaruh secara
signifikan terhadap tingkat pengungkapan pada website pemerintah daerah di
Indonesia adalah rasio pendapatan asli daerah, tipe, dan umur administratif
pemerintah daerah. Ukuran dan tingkat pembiayaan utang pemerintah daerah tidak
menunjukkan pengaruh terhadap tingkat pengungkapan pada website pemerintah
daerah di Indonesia.

Kata kunci : Website, rasio pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, tipe
pemerintah daerah, umur administratif pemerintah daerah, dan
pembiayaan utang pemerintah daerah.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah

Daerah, penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia beralih ke sistem otonomi

daerah dan desentralisasi fiskal. Perubahan terakhir pada undang-undang tersebut,

yaitu Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, desentralisasi dijelaskan sebagai

penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Penyerahan sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan Negara

dari presiden kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah

menjadikan masing-masing kepala daerah memiliki tanggungjawab untuk menyusun,

melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan anggarannya kepada pemerintah

pusat.

Reformasi birokrasi yang selama ini berjalan telah menjadikan kebutuhan masyarakat

akan transparansi pengelolaan pemerintah menjadi semakin luas. Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

menjadi suatu bukti adanya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan tersebut. Badan
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publik diwajibkan untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi

publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik,

selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Di samping itu, pada

pasal 7 ayat 1 dan 2 secara eksplisit disampaikan bahwa informasi publik yang

diberikan harus memenuhi kriteria akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Isu transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah daerah semakin

meningkat seiring dengan terjadinya degradasi kepercayaan masyarakat terhadap

pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh berbagai institusi negara. Selain itu, isu

mengenai tata kelola pemerintahan yang baik (good public governance) sebagai

tujuan reformasi birokrasi juga mendorong terciptanya penyelenggaraan

pemerintahan yang transparan dan bertanggungjawab (accountable).

Akuntabilitas dan transparansi dapat diwujudkan oleh pemerintah dalam bentuk

laporan keuangan dan kinerja yang disampaikan secara periodik sesuai ketentuan

yang berlaku. Kemajuan dan perkembangan teknologi informasi juga mengambil

bagian dalam mendukung iklim akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan

pemerintahan di Indonesia. Dengan semakin banyak penggunaan internet sebagai

media penyampaian informasi, pemerintah memiliki insentif untuk memanfaatkan

website dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Maka dari itu, kualitas

pengungkapan informasi keuangan melalui internet menjadi isu yang penting

(Novianty et al., 2013).
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Pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan merupakan suatu nilai lebih dalam

efektifitas, efesiensi, transparansi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan

pemerintahan. Pemanfaatan teknologi tersebut salah satunya adalah dengan

melakukan pengungkapan di website pemerintah daerah. Moon (2002) menyatakan

bahwa penggunaan website dan teknologi informasi juga merupakan aplikasi dari e-

government yang akan memegang peranan penting dalam pelaksanaan pemerintahan

di masa mendatang. Riset di beberapa negara menunjukkan, salah satu bentuk

transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dilakukan dengan mempublikasikan

laporan keuangan di internet (Laswad et al., 2005).

Internet merupakan media efektif dalam menyebarluaskan informasi kepada

masyarakat. Melakukan identifikasi terhadap karakteristik pemerintah daerah yang

melakukan pengungkapan laporan keuangan di internet merupakan hal yang penting

untuk mengetahui alasan pemerintah daerah tertentu dalam mengambil kebijakan

melakukan atau tidak melakukan pelaporan keuangan di internet.

Publikasi informasi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia

melalui website resminya merupakan pengungkapan yang bersifat sukarela. Akhir-

akhir ini, internet menjadi media untuk melakukan penelitian mengenai

pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) atas pelaporan informasi keuangan di

lingkungan pemerintah daerah (Laswad et al., 2005).



4

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Laswad et al. (2005) yang

melakukan penelitian di Selandia Baru dengan menggunakan variabel kompetensi

politik, ukuran pemerintahan daerah, leverage, kekayaan pemerintah daerah,

visibilitas pers dan tipe pemerintahan terhadap internet financial reporting. Yang

membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah populasi penelitian

yang digunakan, yaitu pemerintah daerah Indonesia. Sedangkan untuk variabel

independen, penulis hanya menggunakan variabel ukuran pemerintah daerah, tipe

pemerintahan, dan pembiayaan utang pemerintah daerah, dengan menambahkan

variabel rasio pendapatan asli daerah dan umur administratif pemerintah daerah.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pengungkapan informasi keuangan

pemerintah daerah yang dipublikasikan melalui website resminya.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat

Pengungkapan Pada Website Pemerintah Daerah di Indonesia”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan

dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah rasio pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap tingkat

pengungkapan pada website pemerintah daerah?

2. Apakah ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap tingkat

pengungkapan pada website pemerintah daerah?
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3. Apakah tipe pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap tingkat

pengungkapan pada website pemerintah daerah?

4. Apakah umur administratif pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap

tingkat pengungkapan pada website pemerintah daerah?

5. Apakah pembiayaan utang pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap tingkat

pengungkapan pada website pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya

maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh rasio pendapatan asli daerah terhadap tingkat

pengungkapan pada website pemerintah daerah.

2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap tingkat

pengungkapan pada website pemerintah daerah.

3. Untuk mengetahui pengaruh tipe pemerintah daerah terhadap tingkat

pengungkapan pada website pemerintah daerah.

4. Untuk mengetahui pengaruh umur administratif pemerintah daerah terhadap

tingkat pengungkapan pada website pemerintah daerah.

5. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan utang pemerintah daerah terhadap

tingkat pengungkapan pada website pemerintah daerah.
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1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi untuk

perkembangan ilmu pengetahuan, terutama terhadap penelitian yang berkaitan dengan

evaluasi pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di website dan faktor-

faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan tersebut. Sedangkan manfaat praktis

dari penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam

melakukan pengawasan dan kegiatan kerjasama di bidang keuangan dengan suatu

pemerintah daerah. Penelitian ini juga diharapkan dapat dipergunakan sebagai

referensi bagi penelitian yang akan datang mengenai berbagai macam faktor dalam

pengungkapan di internet oleh pemerintah daerah.



BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Agency Theory

Teori keagenan (agency theory) menjelaskan bahwa hubungan keagenan muncul

ketika satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk

memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan

keputusan kepada agent tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Pemisahan

kepemilikan dalam teori keagenan memunculkan suatu asimetri informasi antara

principal dan agent. Menurut Zimmerman (1977) agency problem juga terjadi dalam

organisasi pemerintahan. Rakyat sebagai principal memberikan mandat kepada

pemerintah sebagai agent untuk menjalankan tugas pemerintahan dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Principal menghadapi persoalan kurangnya

informasi untuk menilai dan menentukan secara akurat apakah keputusan-keputusan

yang diambil para agent adalah tepat dan tidak merugikan kepentingan principal.

Perbedaan kepentingan antara agent dan principal yang dibiarkan terus berlanjut

dapat memicu munculnya biaya keagenan (agency cost). Dalam hal ini, biaya

keagenan dapat diminimalisasi dengan menyelenggarakan pemerintahan yang
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transparan dan akuntabel. Pengungkapan informasi kepada publik adalah salah satu

bentuk alat monitoring untuk mengurangi agency cost.

2.1.2 Signalling Theory

Teori pensinyalan (signalling theory) merupakan teori dasar di dalam penelitian

mengenai pengungkapan. Asimetri informasi yang terjadi di antara suatu organisasi

dengan pihak stakeholder-nya memotivasi organisasi tersebut untuk memberikan

informasi melalui pengungkapan yang seluas-luasnya. Spence et al. (1973)

menjelaskan hubungan antara informasi yang disajikan oleh manajemen dengan

respon yang akan diberikan oleh investor dalam teori pensinyalan. Pengungkapan

dilakukan karena organisasi tersebut  memiliki tanggungjawab sehingga ia

menyampaikan hasil kinerjanya kepada seluruh pemegang kepentingan.

Hendriyani dan Tahar (2015) menjelaskan bahwa pemerintah yang diberi amanah

oleh rakyat berkeinginan memberikan sinyal kepada masyarakat. Pemerintah daerah

sebagai organisasi besar yang memiliki tanggungjawab terhadap publik akan

berusaha untuk menyampaikan informasi yang sebanyak-banyaknya. Penyampaian

informasi tersebut dilakukan sebagai sinyal bahwa pemerintah daerah telah

melakukan kewajibannya dan untuk menunjukkan prestasinya selama ini.
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2.1.3 Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Daerah

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor

2005 mendefinisikan akuntabilitas dan transparansi sebagai berikut:

1) Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam

mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2) Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur

kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak

untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban

pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan

ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Mardiasmo (2006) menyatakan bahwa hasil dari akuntansi adalah laporan keuangan,

dan pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang

merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan

pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Dalam menunjang

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah telah mengeluarkan

peraturan yang menjadi perangkat dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi

birokrasi. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa dalam rangka
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pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap pemerintahan daerah mempunyai

kewajiban untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja.

2.1.4 Pengungkapan Informasi Keuangan Pemerintah Daerah di Internet

Pengungkapan merupakan langkah akhir dari proses akuntansi, yaitu penyajian

informasi dalam bentuk seperangkat penuh statement keuangan. Konsep

pengungkapan dapat digolongkan menjadi pengungkapan yang cukup (adequate),

pengungkapan yang wajar (fair), dan pengungkapan yang lengkap (full) (Ghozali,

2007). Jika dilihat dari aspek persyaratan yang ditetapkan oleh standar,

pengungkapan dapat dikategorikan bersifat wajib (mandatory) dan pengungkapan

sukarela (voluntary). Penelitian-penelitian yang telah dilakukan selama ini dibagi atas

pengungkapan umum dan pengungkapan tertentu (Kusumawati, 2007), seperti

financial disclosure, environmental disclosure, corporate governance disclosure, dan

termasuk pengungkapan yang dilakukan melalui media internet atau internet financial

disclosure.

Suwardjono (2005) menyampaikan bahwa secara umum tujuan dari pengungkapan

(disclosure) adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai

tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang memiliki

kepentingan yang berbeda-beda. Pengungkapan memiliki peran penting sebagai dasar

pengambilan keputusan.
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan

keuangan dan kinerja instansi pemerintah mewajibkan entitas pelaporan yang terdiri

dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian Negara/lembaga, dan

bendahara umum Negara untuk setidak-tidaknya menyusun laporan realisasi

anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan

kinerja. Di samping kewajiban tersebut, pemanfaatan internet atau website dalam

pelaksanaan e-government didorong oleh Inpres Nomor 3 tahun 2003 tentang

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government. Inpres tersebut

mengamanatkan bahwa setiap lembaga Negara agar membangun website untuk

mengembangkan e-government dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang

berbasis elektronik dalm rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif

dan efisien. Selain motivasi akuntabilitas dan transparansi, kemajuan teknologi dan

informasi juga memberikan pemerintah insentif untuk mengungkapkan laporan

keuangan melalui internet. Beattie & Pratt (2001) menyatakan internet diklaim telah

memberikan proses revolusi yang potensial terhadap pelaporan karena internet

memiliki skala penggunaan yang global, kapasitas yang interaktif, dan kecepatan

yang baik.
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2.2 Penelitian Terdahulu

Laswad et al. (2005) melakukan penelitian untuk mengetahui karakteristik

pemerintah daerah di New Zealand yang memanfaatkan media internet sebagai media

pengungkapan. Faktor yang diduga memengaruhi tingkat pengungkapan adalah

kompetisi politik, ukuran pemerintah, pembiayaan utang, kekayaan pemerintah

daerah, press visibility, dan tipe pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa ukuran pemerintah dan tingkat kompetisi politik bukan merupakan faktor yang

memiliki hubungan dengan tingkat internet financial reporting. Pemerintah daerah

yang memiliki tingkat pembiayaan utang dan tingkat kekayaan yang lebih tinggi

memiliki tingkat internet financial reporting yang lebih tinggi.

Styles dan Tennyson (2007) meneliti avaibility dan accessibility pelaporan keuangan

melalui internet oleh pemerintah lokal di Amerika. Penelitian tersebut berhasil

membuktikan bahwa ukuran, kualitas pengungkapan laporan keuangan, dan

pendapatan per kapita memiliki hubungan yang positif signifikan terhadap

ketersediaan data keuangan pada situs resmi pemerintah lokal di AS. Sedangkan

variabel ukuran, pendapatan per kapita, tingkat utang, dan kondisi finansial

berpengaruh secara signifikan terhadap aksesibilitas data keuangan di situs resmi

pemerintah lokal AS.

Serano et al. (2008) melakukan penelitian pada pemerintahan lokal di Spanyol

mengenai pengaruh ukuran, surat obligasi daerah, kondisi keuangan, situasi politik,

tingkat e-government, visibilitas internet, kekayaan masyarakat, dan tingkat budaya
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terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di internet. Hasil

penelitiannya membuktikan bahwa ukuran daerah, surat obligasi daerah, situasi

politik, visibilitas internet, kekayaan masyarakat, dan tingkat budaya masyarakat

berpengaruh terhadap pengungkapan informasi di internet.

Rahman et al. (2013) meneliti tentang pelaporan keuangan melalui internet yang

dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian tersebut berhasil

membuktikan kompetisi politik, leverage, dan kekayaan pemerintah daerah sebagai

faktor yang berpengaruh terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet.

Sedangkan ukuran pemerintah daerah dan kompetisi politik tidak berpengaruh

terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet.
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2.3 Model Penelitian

Berdasarkan penjabaran latar belakang dan landasan teori di atas, maka perumusan

hipotesis yang akan diteliti dapat ditunjukan dalam model penelitian berikut ini:

Gambar 1 Model Penelitian

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Pada
Website

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dari

kegiatan ekonomi daerah  itu sendiri. Pada Pasal 1 dalam Undang-undang Nomor 33

Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, PAD adalah

penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber di dalam daerah yang dipungut

Tingkat Pengungkapan
Pada WebsiteTipe Pemerintah

Umur
Administratif

Rasio PAD

Ukuran

Pembiayaan Utang
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berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Tingkat kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar

kemampuan daerah menghasilkan pendapatannya tersebut. PAD digunakan

pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan operasionalnya, melaksanakan

pembangunan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kata lain,

PAD yang semakin tinggi menunjukkan kinerja yang lebih baik. Pemerintah yang

memiliki PAD yang tinggi akan menunjukkan kepada para stakeholder bahwa

mereka telah menghasilkan kinerja yang tinggi (Puspita dan Martani, 2012).

Pemerintah daerah dengan kinerja yang baik memiliki insentif untuk menunjukkan

kinerjanya dengan menyediakan informasi dalam situs resminya. Pemerintah daerah

yang memiliki performa yang buruk akan menghindari pengungkapan sukarela

(seperti dalam bentuk voluntary internet-based disclosure) dan akan lebih memilih

untuk membatasi akses informasi untuk masyarakat (Craven & Marston, 1999).

Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

H1 : Rasio Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat

pengungkapan pada website pemerintah daerah.

2.4.2 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Pada
Website

Laswad et al. (2005) menemukan adanya hubungan antara ukuran pemerintah daerah

terhadap kinerja Internet Financial Reporting (IFR). Ukuran pemerintah daerah

memiliki keterkaitan terhadap sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah tersebut
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untuk memberikan pengungkapan yang lebih besar. Hal tersebut dikarenakan

pemerintah daerah tidak memiliki kendala dalam mengeluarkan biaya pelaporan

keuangan.

Aset merupakan bagian dari sumber daya dan fasilitas yang mendukung pelayanan

pemerintah daerah kepada masyarakat. Semakin besar ukuran daerah yang

ditunjukkan dengan jumlah aset yang dimilikinya, pemerintah daerah diharapkan

mampu menyediakan pelayanan dan kinerja yang lebih baik. Penelitian Serrano et al.

(2008) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara ukuran pemerintah

daerah dengan pengungkapan sukarela informasi keuangan melalui internet.

Dari penjelasan tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Ukuran Pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan

pada website pemerintah daerah.

2.4.3 Pengaruh Tipe Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Pada
Website

Suatu daerah dengan populasi yang besar akan memiliki permasalahan pemerintahan

yang semakin kompleks sehingga pemerintahannya memiliki tanggungjawab untuk

memberikan informasi yang lebih transparan. Daerah tujuan urbanisasi memiliki

penduduk yang lebih heterogen, ditinjau dari sisi pendidikan, sosial, dan ekonomi.

Laswad et al. (2005) menyatakan bahwa tipe pemerintahan yang berbentuk kota yang

penduduknya lebih besar dan beragam memiliki situs pemerintah daerah yang lebih

canggih dan lebih banyak informasi yang diungkapkan pada situsnya. Menurut
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Serrano et al. (2008), lingkungan pemerintahan dengan pengguna informasi teknologi

yang tinggi akan menawarkan pelayanan dan informasi termasuk pengungkapan

melalui internet. Dari penjelasan tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Tipe pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan pada

website pemerintah daerah.

2.4.4 Pengaruh Umur Administratif Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat
Pengungkapan Pada Website

Pemerintah daerah yang telah lama dibentuk memiliki pengalaman yang lebih baik

dalam hal pengelolaan pemerintahan. Jika dibandingkan dengan pemerintah daerah

yang baru didirikan, pemerintah yang berpengalaman juga dianggap memiliki

kemampuan yang lebih baik dalam mengungkapkan informasinya. Semakin lama

suatu pemerintah daerah dibentuk, maka sistem administrasinya semakin

berpengalaman. Dengan demikian, informasi yang dapat diungkapkan akan semakin

banyak. Penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2012) menemukan bahwa umur suatu

pemerintahan daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan.

Dari penjelasan tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Umur administratif pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat

pengungkapan pada website pemerintah daerah.
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2.4.5 Pengaruh Pembiayaan Utang Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat
Pengungkapan Pada Website

Pemerintah pusat dan daerah memiliki hubungan keagenan di mana pemerintah pusat

sebagai prinsipal memiliki kecenderungan untuk memonitor pemerintah daerah yang

bertindak sebagai agen. Hal ini dikarenakan pemerintah pusat memiliki peran sebagai

kreditur yang melakukaan pembiayaan bagi pemerintah daerah.

Style and Tennyson (2007) menyatakan bahwa pembiayaan terhadap pengeluaran-

pengeluaran pemerintah saat ini akan memberikan dampak pada kemampuan

pemerintah dalam memberikan pelayanan dan program-program terpadu bagi

masyarakat di masa depan. Pembiayaan dari pemerintah pusat memberikan

pemerintah daerah memiliki insentif untuk mempertanggungjawabkan bagaimana

penyelenggaraan program dan pelayanannya benar-benar terlaksana dengan baik.

Dari penjelasan tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5 : Pembiayaan utang pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat

pengungkapan pada website pemerintah daerah.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah pemerintah daerah kota

dan kabupaten di Indonesia. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive

sampling, diperoleh sampel sebanyak 678 observasi.

Tabel 3.1 Sampel Pemerintah Daerah

Kriteria Sampel Jumlah
Pemerintah daerah kota dan kabupaten di Indonesia 2012, 2013,
2015

1.458

Pemerintah daerah yang tidak atau belum memiliki website resmi
per Desember 2016

(216)

Pemerintah daerah yang websitenya tidak aktif dengan alasan
tertentu (under construction, hacked, atau website resminya tidak
dapat diakses) pada periode pengamatan

(543)

Ketersediaan data dukung tidak lengkap (21)
Jumlah akhir 678

Sumber : Data diolah, 2017
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Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria

sebagai berikut:

1) Daerah kota dan kabupaten di Indonesia yang mempunyai laporan keuangan

dengan anggaran dan realisasi belanja.

2) Kota dan kabupaten yang telah memiliki website dan dapat diakses pada saat

periode pengamatan.

3.2 Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Sumber data

dalam penelitian ini diperoleh dari website pemerintah daerah dan laporan hasil

pemeriksaan kota dan kabupaten yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan

Republik Indonesia.

Data masing-masing variabel dijelaskan sebagai berikut:

1) Tingkat pengungkapan pada website. Tingkat pengungkapan diperoleh dari

pengamatan langsung pada website masing-masing kota dan kabupaten di

Indonesia, yaitu seberapa banyak informasi yang diungkapkan oleh pemerintah

daerah sesuai dengan kriteria yang dijelaskan pada bagian definisi operasional.

Periode pengamatan dilakukan pada November – Desember 2013, Desember

2014, dan  Desember 2016. Data website kota dan kabupaten di Indonesia sesuai

dengan daftar yang diperoleh dari halaman http://www.kemendagri.go.id/.
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2) Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan pada website merupakan

sejumlah variabel yang ditelusuri di dalam laporan hasil pemeriksaan Badan

Pemeriksaan (LHP BPK).

3) Data tahun pembentukan daerah diperoleh dari undang-undang pembentukan

daerah yang ditampilkan di halaman Wikipedia berdasarkan data dari Badan

Pusat Statistik Indonesia.

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Untuk pengujian hipotesis, pada penelitian ini digunakan variabel tingkat

pengungkapan pada website sebagai variabel dependen. Variabel independen yang

digunakan adalah rasio pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, tipe

pemerintah daerah, umur administratif, dan pembiayaan utang pemerintah daerah.

3.3.1 Tingkat Pengungkapan Website (IPWP)

Tingkat pengungkapan pada website menunjukkan jumlah informasi yang disajikan

pemerintah daerah di dalam situs resmi masing-masing daerah, baik kabupaten

maupun kota. Jumlah pengungkapan pada situs resmi pemerintah daerah diukur

dengan menggunakan instrumen indeks pengungkapan yang berisi beberapa poin

dalam penelitian Aminah et al. (2016).

Aminah et al. (2016) menggunakan indeks pengungkapan yang merepresentasikan

transparansi anggaran pemerintah daerah bersumber dari Sopanah dan Mardiasmo
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(2003), dengan menambahkan satu poin mengenai informasi lainnya yang dianggap

penting. Total pengungkapan yang akan digunakan terdiri dari enam poin, yaitu:

1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran/produk hukum

2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses

3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu

4) Terakomodasinya suara/usulan rakyat/media interaktif

5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik

6) Terdapat informasi penting lainnya, seperti potensi daerah, peluang investasi,

kegiatan kepala daerah, lelang/tender terbuka, dll

Jumlah skor tiap-tiap pemerintah daerah akan ditentukan sesuai dengan pemenuhan

kriteria dalam indeks pengungkapan. Jadi, suatu pemerintah daerah akan memperoleh

nilai enam jika seluruh informasi dalam indeks pengungkapan disajikan di dalam

website pemerintah daerah tersebut. Jika informasi yang disajikan hanya memenuhi

lima dari enam kriteria, maka skor yang diperoleh adalah lima, dan begitu seterusnya.

IPWP = Total Skor Pengungkapan

3.3.2 Rasio Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah menunjukkan kemandirian suatu pemerintah daerah untuk

membiayai kegiatan pemerintahannya. Pendapatan daerah yang tinggi menunjukkan

bahwa pemerintah daerah tersebut telah menghasilkan kinerja yang tinggi. Semakin

tinggi kinerja pemerintah daerah, maka pengungkapan akan lebih banyak, begitu
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pula sebaliknya. Penelitian ini menggunakan rasio pendapatan asli seperti yang

digunakan oleh Puspita dan Martani (2012) sebagai berikut:

3.3.3 Ukuran Pemerintah Daerah (SIZE)

Semakin besar ukuran pemerintah daerah, maka pengungkapan yang semakin banyak

bukanlah menjadi suatu kendala. Bahkan, pengungkapan di media internet dianggap

sebagai tindakan yang memberikan kontribusi positif terhadap nilai organisasi.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Nomor 7 mendefinisikan aset sebagai sumber

daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari

peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan dapat

diperoleh. Sumarjo (2010) menggunakan total aset pemerintah daerah sebagai proksi

untuk variabel ukuran pemerintah daerah. Pada penelitian ini, variabilitas total aset

ditransformasi dengan menggunakan natural logaritma, sehingga ukuran pemerintah

daerah dirumuskan sebagai berikut:

SIZE = Ln Total Aset

3.3.4. Tipe Pemerintah Daerah (TYPE)

Tipe pemerintah daerah didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan daerah, yaitu

apakah pemerintah kota atau pemerintah kabupaten. Pada daerah kota, heterogenitas

populasi yang lebih kompleks memberikan insentif bagi pemerintah untuk melakukan

x 10Rasio PAD =
Total PAD

Total Realisasi Anggaran Pendapatan
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pengungkapan yang lebih banyak. Penelitian ini menggunakan pengukuran yang

digunakan oleh Laswad et al. (2005), yaitu menggunakan variabel dummy dengan

nilai 1 untuk pemerintahan kota dan nilai 0 untuk pemerintahan kabupaten.

Tipe Pemerintahan = 1; jika pemerintahan kota
Tipe Pemerintahan = 0; jika pemerintahan kabupaten

3.3.5. Umur Administratif Pemerintah Daerah (AGE)

Umur administratif pemerintah daerah didefinisikan sebagai seberapa lama

pemerintah daerah ada. Hossain dan Hammami (2009) menyatakan bahwa organisasi

yang sudah lama berdiri dianggap memiliki kemampuan yang baik untuk

mengungkapkan informasi dalam laporan keuangan sesuai dengan standar yang

berlaku dibandingkan dengan organisasi yang lebih muda atau baru didirikan, karena

organisasi tersebut tidak memiliki track record sehingga hanya sedikit informasi yang

diungkapkan. Pengukuran variabel umur administratif pemerintah daerah pernah

dilakukan oleh Setyaningrum dan Syafitri (2012) dalam satuan tahunan berdasarkan

penetapan pembentukan suatu pemerintah daerah yang diatur dalam undang-undang.

AGE = Umur Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang
Pembentukan Masing-masing Pemerintah Daerah

3.3.6 Pembiayaan Utang Pemerintah Daerah (LEV)

Rasio pembiayaan utang atau leverage merupakan proporsi besarnya utang dari pihak

eksternal dibandingkan dengan modal sendiri. Dengan adanya utang yang dimiliki

pemerintah daerah, maka insentif untuk menyajikan laporan mengenai kinerjanya
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akan semakin besar. Penelitian ini menggunakan proksi pembiayaan utang yang

digunakan Laswad et al. (2005)  sebagai berikut:

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi tambahan

mengenai karakteristik data yang bersangkutan. Analisis deskriptif memberikan

gambaran atau deskripsi suatu data dilihat dari nilai rata-rata (mean), nilai minimum,

nilai maksimum, standar deviasi (Ghozali, 2013). Nilai rata-rata (mean) digunakan

untuk mengetahui rata-rata data yang bersangkutan. Nilai minimum digunakan untuk

mengetahui jumlah terkecil data yang bersangkutan. Nilai maksimum digunakan

untuk mengetahui jumlah terbesar data yang bersangkutan. Standar deviasi digunakan

untuk mengetahui seberapa besar data yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menghindari hasil penelitian yang bias serta

menguji apakah data tersebut memenuhi asumsi-asumsi dasar sebelum melakukan

pengujian hipotesis. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

LEV  =
Total Kewajiban

Total Ekuitas
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1) Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam  model regresi, variabel

pengganggu atau  residual memiliki distribusi normal. Pada prinsipnya

normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik-titik) pada

sumbu diagonal dari grafik. Model regresi dikatakan memenuhi syarat normalitas

jika data tersebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal.

2) Uji Multikolinearitas

Uji  multikolinearitas bertujuan  untuk menguji apakah dalam model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk menguji

multikolinearitas dengan cara melihat nilai VIF (variance inflation factor) dan

nilai tolerance masing-masing variabel independen. jika nilai VIF <10 dan nilai

tolerance lebih besar dari 0,1 maka dapat disimpulkan data bebas dari

multikolinearitas. Model regresi yang baik adalah model yang bebas dari

multikolinearitas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi

terjadi  ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan  ke pengamatan

lainnya.  Uji heteroskedasrisitas dapat dilihat dari dengan melihat pola data pada

grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED pada sumbu Y. Jika data tersebar

baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola

tertentu maka model regresi bebas dari heteroskedastisitas. Model regresi yang
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baik adalah homoskedastisitas, yaitu variance dari residual satu  pengamatan

kepengamatan lainnya tetap.

4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear

terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Pendeteksian ada atau tidaknya

autokorelasi menggunakan uji Dubin-Watson untuk melihat nilai DW. Apabila

DU<DW<(4-DU) maka tidak terjadi autokorelasi.

3.4.3 Analisis Regresi

Penelitian ini menggunakan model statistik yaitu regresi berganda dengan metode

Ordinary Least Square (OLS). Analisis regresi berganda digunakan untuk

mengetahui keakuratan hubungan antara tingkat pengungkapan pada website

pemerintah daerah sebagai variabel dependen dengan PAD, SIZE, TYPE, AGE, dan

LEV sebagai variabel independen dengan persamaan sebagai berikut:

Y = α + β11 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + e

Keterangan : Y =  Indeks Pengungkapan Pada Website Pemerintah Daerah
α =  Konstanta
β 1- β 3 =  Koefisien regresi masing-masing variabel
X1 = Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)
X2 =  Ukuran Pemerintah Daerah (SIZE)
X3 =  Tipe Pemerintah Daerah (TYPE)
X4 =  Umur Administratif Pemerintah Daerah (AGE)
X5 =  Pembiayaan Utang Pemerintah Daerah (LEV)
e =  Variabel gangguan
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3.4.4 Pengujian Hipotesis

1) Uji Statistik F

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yang

terdapat dalam model regresi secara bersama-sama berpengaruh terhadap

variabel dependen. Bila F hitung lebih besar dari F tabel serta tingkat

signifikansinya lebih kecil dari 5% (α = 0,05) maka hal ini menunjukkan Ho

ditolak dan H1 diterima, yang berarti bahwa variabel independen secara bersama-

sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel independen.

2) Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien Determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar

kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen yang dilihat

melalui nilai adjusted R2 Square. Nilai R2 mendekati satu berarti variabel

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk

menjelaskan variabel dependen.

3) Uji Statistik t

Uji statistik t ini digunakan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individual.

Kesimpulan yang diambil dalam uji t ini adalah dengan melihat signifikansi (α),

jika t hitung lebih besar dari t tabel serta tingkat α lebih kecil dari 5% maka hal

ini menunjukkan Ho ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan adanya

pengaruh signifikansi antara variabel independen secara individu.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh dari rasio

pendapatan asli daerah, ukuran, tipe, umur administratif, dan pembiayaan utang

pemerintah daerah tehadap tingkat pengungkapan pada website pemerintah daerah

kabupaten dan kota di Indonesia pada tahun 2012, 2013, dan 2015 dengan

menggunakan 678 pemerintah daerah sebagai sampel penelitian.

Hasil pengujian dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat pengungkapan

pada website pemerintah daerah di Indonesia dipengaruhi oleh rasio pendapatan asli

daerah, tipe, dan umur administratif pemerintah daerah, sedangkan ukuran dan

pembiayaan utang pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh.

5.2. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut

1) Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan pada website pemerintah

daerah dalam penelitian ini hanya terdiri dari lima variabel independen, yaitu

rasio pendapatan asli daerah, ukuran, tipe, umur administratif, dan pembiayaan
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utang pemerintah daerah. Hal ini mengakibatkan karakteristik pemerintah daerah

yang melakukan pengungkapan informasi pada website belum sepenuhnya dapat

dijelaskan.

2) Penggunaan instrumen dengan sistem pemberian skor atas pengungkapan

informasi pada website pemerintah daerah dilakukan hanya pada skala kuantitas

dan tidak menilai kualitas informasi dari pengungkapan. Hal tersebut

menyebabkan pengukuran atas pengungkapan informasi pada website belum

mencakup informasi yang komprehensif mengenai praktik dan pengungkapan

yang dilakukan.

5.3 Saran

Berdasarkan temuan-temuan penelitian terhadap praktik pengungkapan pada website

pemerintah daerah, dapat dikemukakan beberapa saran dan rekomendasi sebagai

berikut

1) Bagi penelitian selanjutnya

a. Menambah atau mengganti variabel independen, mengingat banyak variabel

lain yang berperan dalam memengaruhi tingkat pengungkapan pada website

pemerintah daerah, seperti kompetisi politik, ukuran legislatif, tingkat

pendidikan penduduk, kekayaan pemerintah daerah, dan lain-lain.

b. Memperpanjang periode penelitian dengan menambah tahun pengamatan dan

memperbanyak jumlah sampel untuk penelitian yang akan datang.
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c. Memperluas penelitian dengan mengubah cara pengukuran variabel dependen

melalui suatu instrumen pengungkapan yang mewakili kualitas

pengungkapan.

d. Memperbaiki instrumen penelitian dengan menambahkan item-item

pengungkapan pada website yang belum tercakup dalam instrumen yang

digunakan.

2) Bagi pemerintah daerah, agar memberi perhatian yang lebih besar dalam

melakukan pengungkapan pada website sehingga mendukung iklim transparansi

praktik pemerintahan, meningkatkan kualitas e-governance dan meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap kompetensi pengelolaan daerah.

3) Bagi lembaga regulator, agar meningkatkan kualitas standar dalam menetapkan

peraturan pengungkapan pada website pemerintah daerah.

4) Bagi investor dan masyarakat, agar turut serta melakukan pengawasan terhadap

pemerintah daerah sebagai kontrol sosial dalam mewujudkan transparansi.
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